[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69
ayat (5), Pasal 107 ayat (3), Pasal 108 ayat 5, Pasal 109 ayat
(10), Pasal 113 ayat (11) dan Pasal 114 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);



3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025
tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 73);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2022 Nomor 3);



Menetapkan

11.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 130), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan
kelompok bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnydataa
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak,

pemotong Pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut
Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas
pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahu kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan daerahnya.
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Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang
sampai kegiatan Penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar
daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.
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Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau Dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan  Surat Teguran, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang
Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administatif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Teguran adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang
meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat
Teguran, penyitaan, dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Pejabat Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pejabat Pemeriksa
adalah pejabat fungsional pengawas keuangan negara di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan
untuk melakukan Pemeriksaan di bidang Pajak.

Petugas Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebit Petugas Pemeriksa
adalan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang
ditunjuk oleh Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan
memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pejabat
Pemeriksa dan/atau Petugas Pemeriksa di lingkungan Pemerintah
Daerah, yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk
melakukan Pemeriksaan di bidang Pajak.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor PD.
Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan.
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Data Konkret adalah data yang diperoleh atau dimiliki Pemerintah
Daerah yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban Pajak Wajib
Pajak.

Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang
dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya
dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau Dokumen lain termasuk Data
Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
Pemeriksaan.

Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai
ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya
potensi penerimaan Pajak.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
catatan secara rinci dan jelas yang dibuat tim Pemeriksa mengenai
prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti
yang diperoleh, pengujian yang dilakukan, simpulan, dan hal-hal lain
yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP
adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan
Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara PAHP yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak
terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan
perhitungan sanksi administrasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang
disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan
ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah pemberitahuan
mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan Daerah.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat
panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri
Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat
perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh
Bupati dalam tangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada
dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa dan Wajib
Pajak dalam PAHP guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
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Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang
meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,
perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan
perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah
pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau
ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan Dokumen dan benda-benda lain.

Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada
hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha,
antara lain bank, akuntan publik, notaris, konsultan Pajak, konsultan
hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi,
atau pihak lainnya.

Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data objek
Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak sesuai dengan prosedur
pembentukan atau pemeliharaan basis data yang dilakukan melalui
kegiatan Pendataan oleh Petugas yang ditunjuk atau melalui
Pendaftaran.

Pendaftaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau
kuasa Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri objek Pajak, Subjek
Pajak dan Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
Banding berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas Banding
terhadap Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

e Qe o

masa Pajak dan Tahun Pajak;

tata cara Pemungutan Pajak;

pemberian insentif fiskal;

keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
kemudahan perpajakan Daerah; dan
pengenaan sanksi administratif.
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BAB II
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 3

Saat terUtang Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat
orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
atas suatu jenis Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dalam satu kurun
waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perpajakan daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang
terutang.

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka
waktu 1 (satu) bulan kalender.

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi MBLB yang bersifat
insidental, ditetapkan paling lama sebelum terjadinya pengiriman MBLB
ke luar Daerah.

MBLB yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah MBLB yang dikirim ke luar Daerah.

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 4

Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau
Objek Pajaknya ke Pemerintah Daerah melalui PD.

Kegiatan Pendaftaran dapat berupa Pendaftaran baru maupun
pemutakhiran data.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak
diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak Daerah.
Apabila Wajib Pajak telah mempunyai NPWPD, maka tidak perlu
diberikan NPWPD baru.



(6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat
yang ditunjuk juga menerbitkan NOPD.

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala PD
secara jabatan menerbitkan NPWPD dan NOPD berdasarkan data -
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pendataan Wajib Pajak
dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan
data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis
Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala PD
dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan
atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
Banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 7

(1) Pembayaran Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan
Pembayaran Pajak MBLB terutang.



(2)

(3)

(4)
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Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dan
Opsen Pajak MBLB terutang dengan menggunakan SSPD atau Dokumen
lain yang dipersamakan.

Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik mengalami gangguan,
pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa
Pajak.

Bagi MBLB yang dikirim ke luar Daerah, Bupati menetapkan
pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan sebelum
pengiriman MBLB ke luar Daerah.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
melakukan Penagihan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk Penagihan
sanksi administratif.

Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk telah menerima
pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyetorkan bagian Opsen Pajak
MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 8

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik.

Dalam hal penyampaian SPTPD secara elektronik mengalami
gangguan, SPTPD dapat disampaikan secara manual.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
nama Wajib Pajak;

NPWPD dan/atau NOPD;

alamat Wajib Pajak;

nama desa tempat pengambilan MBLB;

Ao op
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(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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jenis Objek MBLB;

volume pengambilan MBLB;

dasar Pengenaan Pajak MBLB

tarif Pajak MBLB;

jumlah Pajak MBLB terutang;

tarif Opsen Pajak MBLB; dan

. jumlah Opsen Pajak MBLB terutang.

SP’I‘PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala PD setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak.

Untuk pengiriman MBLB ke luar Daerah, SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PD sebelum
dilakukan pengiriman MBLB ke luar Daerah.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat bertahap
berdasarkan Surat Keterangan Produksi atau Dokumen lain yang
dipersamakan yang dikeluarkan instansi yang berwenang di bidang
pertambangan.

o~ o R

Pasal 9

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
dilakukan setiap Masa Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak
terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan
jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa
Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk MBLB yang dikirim ke luar Daerah, Bupati menetapkan
jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama sebelum MBLB dikirim ke luar Daerah.

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

Pasal 10

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi

administratif berupa denda.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak dikenakan jika:

a. Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar (force majeure).

b. Wajib Pajak menghentikan sementara kegiatan usahanya dengan
pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Daerah; dan
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c. Wajib Pajak menghentikan tetap kegiatan usahanya dengan
pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Daerah atau
berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

rupiah).

Kriteria Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
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Pasal 11

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis
sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan
paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu)
bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang
kurang dibayar.

Pasal 12

Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas

SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1).

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi
lainnya.



(3)

(4)

(5)

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak
sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala PD atau Pejabat yang
ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,

Bupati atau Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal

terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
2. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan telah
ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal

jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.



Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Kepala PD atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok Pajak yang kurang dibayar.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
yang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Surat Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.
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Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi

keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Pajak

Pasal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai

Pajak;

Pemeriksaan wuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan sebagiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
Analisis Risiko.

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib

Pajak yang meliputi :

a. Kepatuhan penyampaian SPTPD; dan

b. Kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

c. Kepatuhan dalam membayar Utang Pajak Masa Pajak/Tahun Pajak
sebelumnya.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit untuk :

a. pemberian NPWPD secara jabatan:

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Pajak oleh Wajib Pajak;



d.

e.
f.

adanya permohonan keringanan dan/atau pengurangan Pajak oleh
Wajib Pajak;

pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(6) Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf f dilakukan untuk memperoleh data, keterangan dan

bukti yang berkaitan dengan:
a. harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
b. proses timbulnya tunggakan Pajak berdasarkan LHP, KKP dan atau

c.
d.
e.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

kegiatan Penagihan aktif yang dilakukan; dan

upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan Pemeriksaaan Lapangan
dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum
yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan dan
standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak, Pemeriksa wajib :

a.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada

Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka

Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib

Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan SP2 perubahan kepada Wajib Pajak apabila susunan

keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan

penjelasan mengenai :

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan
Pemeriksaan;
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3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan dalam
hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum
koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa dengan Wajib
Pajak pada saat PAHP, kecuali untuk Pemeriksaan atas
keterangan lain berupa Data Konkret; dan

4. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan
Dokumen, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam

berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP

pada waktu yang telah ditentukan;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban Pajaknya dengan menyampaikan saran secara tertulis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Daerah;

mengembalikan Dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh

Wajib Pajak kepada Pemeriksa dalam rangka Pemeriksaan kepada

pihak lain yang tidak berhak.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa wajib :

a.
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menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada
Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib
Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan SP2 perubahan kepada Wajib Pajak apabila susunan
keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
diperiksa;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
mengembalikan Dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan.

Pasal 20

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
berwenang:

a.

memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang berhubungan dengan
pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek yang
terUtang Pajak;



b. mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh Data Elektronik yang
berhubungan dengan pendapatan usaha yang diperoleh, kegiatan
usaha dan/atau objek yang terUtang Pajak;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan Dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat
memberi petunjuk tentang pendapatan yang diperoleh, kegiatan
usaha, dan/atau objek yang terUtang Pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, meliputi:

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak
apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan
dan/atau keahlian khusus;

2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib
Pajak;

e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak;
dan

h. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:

a. memeriksa dan/atau meminjam Dokumen dengan tujuan
Pemeriksaan;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan Dokumen dan/atau barang yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan/atau

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
melalui Pejabat.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke PD dengan menggunakan
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;



memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang berhubungan
dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek
yang terUtang Pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib
Pajak; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa melalui Pejabat.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:

a.

memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang berhubungan
dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek
yang terUtang Pajak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak;dan/atau

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa melalui Pejabat.

Pasal 22

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak, Wajib Pajak berhak:

a.

b.
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h.

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal
Pemeriksa dan SP2;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan  Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan SP2 perubahan
apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan;

menerima SPHP;

menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim
Penjaminan Mutu Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil
Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum
disepakati antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak pada saat PAHP,
kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa Data
Konkret; dan

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan
oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

a.

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal
Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;



(1)

(2)

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan  Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan SP2 perubahan
apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa; dan/atau
memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan
oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a.

g.

memperlihatkan dan/atau  meminjamkan Dokumen yang

berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha,

dan/atau objek yang terUtang Pajak;

memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk mengakses,

menyalin, dan/atau mengunduh Data Elektronik yang berhubungan

dengan kegiatan usaha dan/atau objek yang terUtang Pajak;

memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan

memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak

bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk

menyimpan Dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi

petunjuk tentang pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha,

dan/atau objek yang terUtang Pajak serta meminjamkannya kepada

Pemeriksa;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak
apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan
dan/atau keahlian khusus;

2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di
tempat Wajib Pajak;

menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan;

dan

meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a.

b.

memperlihatkan dan meminjamkan Dokumen yang berhubungan
dengan tujuan Pemeriksaan;

memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh Data
Elektronik;
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(3)

(4)

c. memberi kesempatan wuntuk memasuki tempat atau ruang
penyimpanan Dokumen dan/atau barang yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
dan/atau

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan
data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Pajak dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau  meminjamkan Dokumen yang

berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha,

atau objek yang terutang;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Da.lam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis

Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan Dokumen yang berhubungan
dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan
data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
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Pasal 25

Bupati dapat melakukan kerja sama Pemeriksaan dalam rangka menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan instansi pemungut

Pajak lainnya.

Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

meliputi:

a. pemeriksaan secara bersama-sama terhadap satu Wajib Pajak atas
kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak pusat dan Daerah; atau

b. pemeriksaan secara bersama-sama terhadap satu Wajib Pajak atas
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak antar daerah.

Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemeritah

Daerah dengan instansi pemungut pajak lainnya.

Pelaksanaan pemeriksaan secara bersama-sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 26

Tata cara Pemeriksaan Pajak, berpedoman pada Peraturan perundang-
undangan.



Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupati atau Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
STPD.

(2) STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam hal :

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 28

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan.



Pasal 29

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk
melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan :

Surat Teguran;

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Surat Teguran;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah pencegahan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

9. surat penentuan harga limit;

10. pembatalan lelang; dan

11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

NG A LN&

(3) Dalam rangka penerbitan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:

(1)

()

(3)

4)

a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Teguran,;

c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah
penyanderaan.

Pasal 30

Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 5 (lima) hari
kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib
Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi
Utang Pajak, Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan
oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak.

Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak
tanggal Surat Teguran diberitahukan, Penanggung Pajak belum
melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita melaksanakan Penyitaan
terhadap Barang milik Penanggung Pajak.

Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman Lelang
atas Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.
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(9)

(10)

Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan
Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap

Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara

Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya

Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau

memindahbukukan Barang sitaan.

Dalam hal telah dilakukan upaya:

a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5); dan/atau

b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan
yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.

Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Teguran

diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam

hal:

a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak akan
kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;

c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak
akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat
untuk itu;

d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan,
dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk
lainnya; atau

e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan,

Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam

jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya

jangka waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan

Pencegahan.

Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari

kerja sejak tanggal Surat Teguran diberitahukan, dalam hal:

a. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak akan
kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun,;

b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan,
dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk
lainnya; atau

c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
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Pasal 31

Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diawali
dengan penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan
terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Utang Pajak.

Pasal 32

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan
surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a.

b.
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(3)

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu;

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

terdapat tandan-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan
Badan wusahanya, menggabungkan wusahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat

Pasal 33

Bupati dapat melakukan kerja sama Penagihan pajak dengan instansi
lain.

Kerja sama Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pendampingan atau bantuan dari jurusita lain dan/atau pihak
lain.

Pelaksanaan pendampingan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan.

Pasal 34

Tata cara Penagihan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

1)

Pasal 35

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
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Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat

Teguran.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan

dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan
Keberatan

Pasal 36

Wajib Pgjak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,
atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal
pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
Keadaan Kahar.

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/ atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
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Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan.

Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak,
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 37

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas)

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (7).

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat

berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut
Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian
sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan /
ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

€. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
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Pasal 38

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

Pasal 39

Wajib Pajak dapat mengajukan permochonan Banding hanya kepada
Badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



Bagian Kedelapan
Gugatan

Pasal 41

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat diajukan ke Badan
peradilan pajak terhadap:

a.

b.
C.

pelaksanaan Surat Teguran, surat perintah melaksanakan penyitaan,
atau pengumuman lelang;

keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38; dan
penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)
2
3}
4
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Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 43

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan piutang Pajak

untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk

melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(4) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

c. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) huruf a dibuktikan
dengan Dokumen pelaksanaan Penagihan.
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Bagian Kesebelas
Pembukuan

Pasal 44

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara

elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan.

Pembukuan atau pencataan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenarnya.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pembukuan.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit
memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti
pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang terutang.
Buku, catatan dan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, termasuk Dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan
yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima)
tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak
orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 45

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian
kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB
Pajak MBLB.

Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan
SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima.

Gubernur dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan
kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib
Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal kelebihan pembayaran terjadi untuk MBLB yang dikirim ke
luar Daerah, maka kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak
MBLB dapat dikompensasikan untuk pengiriman MBLB selanjutnya.

{10) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

(11) Atas persetujuan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan

Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain.

{12) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat

(1)

)

(3)

2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Keduabelas
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 46

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak
MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan
untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
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Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber
daya manusia di bidang perpajakan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam

perjanjian kerja sama yang disepakati bersama sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Gubernur dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan bank tempat

pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak

MBLB dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mencocokkan:

a. SPTPD;

b. SSPD;

c. rekening koran bank; dan

d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB {V
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 48

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan

dan/atau pengurangan, atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat diberikan atas

permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati

berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana
alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran
Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;
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d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program
prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam

pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat {3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan

faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama
2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang
bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan

ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan

sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang

tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian

proyek strategis nasional.

BAB V
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 49

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan
dan/atau pengurangan Pajak MBLB dan Opsen MBLB dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.

Kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh izin pertambangan MBLB
resmi dari instansi yang berwenang dengan luas tidak lebih dari
20.000 m? (dua puluh ribu meter persegi), dan MBLB dimanfaatkan
di dalam Daerah untuk keperluan pembangunan proyek
Pemerintahan Daerah, dapat diberikan pengurangan sebanyak-
banyaknya sebanyak 50% (lima puluh persen);
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b. Wajib Pajak Badan berupa Koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah,
atau Badan Usaha Milik Desa yang memperoleh izin pertambangan
MBLB resmi dari instansi yang berwenang dengan luas tidak lebih
dari 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi), dan MBLB
dimanfaatkan di dalam Daerah untuk keperluan pembangunan
proyek Pemerintahan Daerah, dapat diberikan pengurangan
sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen);

c. Objek Pajak MBLB digunakan untuk percepatan penyelesaian proyek
strategis nasional yang berada di Pulau Belitung dapat diberikan
pengurangan sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen);

d. Objek Pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
tanah longsor dan bencana lainnya atau sebab lain yang luar biasa,
meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit/hama tanaman yang
dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi berwenang, dapat
diberikan pengurangan sebanyak-banyaknya sebesar 100% (seratus
persen).

Selain memperhatikan salah satu kondisi Wajib Pajak/Objek Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keringanan dan/atau

pengurangan Pajak MBLB dan Opsen MBLB wajib memenuhi kriteria
sebagai berikut :

a. Wajib Pajak pribadi berdomisili di Daerah dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berlaku,;

b. Wajib Pajak Badan berkantor tetap di Daerah dan mempunyai Nomor
Pokok Wajib Pajak di Daerah;

c. Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan pengurangan MBLB dan
Opsen MBLB sebelumnya;dan/atau

d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak MBLB dan Pajak Daerah lainnya.

Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pengurangan Pajak MBLB

dan Opsen MBLB kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan disertai alasan yang dengan melampirkan Dokumen yang
diperlukan.

Pasal 50

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan Pajak
MBLB dan Opsen MBLB dengan memperhatikan kondisi Objek Pajak.
Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila
komoditas Objek Pajak yang dikirim ke luar Daerah mengalami karam di
lautan atau sebab lainnya sehingga Objek Pajak tidak dapat
diselamatkan sama sekali.

Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan
dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
di bidang pelayaran atau keselamatan transportasi.

Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pengurangan Pajak MBLB
dan Opsen MBLB kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang dengan melampirkan Dokumen yang
diperlukan.



(5) Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang telah dibayar namun Objek
Pajak mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperlakukan sebagai kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB.

Pasal 51

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan pembebasan sanksi
administrasi atas Pajak MBLB yang terutang dari Tahun 2019 hingga
Tahun 2024.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa
bunga atau denda keterlambatan.

(3) Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dapat diberikan secara jabatan tanpa ada permohonan dari
Wajib Pajak.

BAB VI
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 52

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib
Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib
Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati
secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir.



(7)

(8)

()

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;
atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama

diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak

yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per

bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pajak MBLB yang masih

terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih dapat ditagih.

(2) Pembayaran Pajak MBLB yang masih terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum berlaku Opsen Pajak MBLB.

(3) Pembayaran Pajak MBLB yang masih terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2019 Nomor 20); dan

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Transisi
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 5)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 55
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
ERNA KUNONDO
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